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ABSTRACT
Payment for Environmental Services (PES) is an environmental service compensation activity
conducted by Forest Programme IV (FP-IV), designed to be implemented in the Mamasa Sub-
Watershed of the Saddang Watershed. The implementation of this PES plan will be collaborated
with parties such as the Bakaru Watershed Forum, Hydroelectric power plant (PLTA), and Forest
Farmer Groups (KTH) in selected villages over a 5-year contract. However, the challenge is that
the target community lacks trust in PES activities and most refuse to join, making the formation
of KTH Mappideceng problematic. The purpose of community service is to enhance the capacity
of KTH Mappideceng based on the requirements and criteria established by the PES model
scheme. The methods used include primary socialization (door-to-door) such as surveys,
lectures, and discussions. The results of the community service activities in KTH Mappideceng,
Betteng village, showed an increase in the number of members from 12 to 21, with 15 being new
members and 6 being existing ones. After the socialization carried out by the team, enthusiasm
and motivation to join increased; however, the intervention location and funding limitations were
predetermined by the PES model mechanism (FP-IV).

Keywords: KTH Members, PES Model, Socialization.

ABSTRAK
Payment for Environmental Services (PES) merupakan kegiatan imbal jasa lingkungan yang
dilakukan oleh Forest Programme IV (FP-IV) yang dirancang untuk ditetapkan di Sub DAS
Mamasa DAS Saddang. Pelaksanaan rancangan PES ini akan dikerjasamakan dengan para
pihak seperti Forum Daerah Tangkapan Air (DTA) Bakaru, Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA) Bakaru, Kelompok Tani Hutan (KTH) di desa terpilih selama 5 tahun kontrak. Namun
kendalanya adalah masyarakat sasaran kurang percaya adanya kegiatan PES dan sebagian
besar menolak bergabung sehingga pembentukan KTH Mappideceng jadi masalah. Tujuan
pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas KTH Mappideceng berdasarkan
syarat dan kriteria yang telah ditetapkan skema model PES. Metode yang digunakan adalah
sosialisasi (door-to-door) primer seperti survei, ceramah dan diskusi. Hasil kegiatan pengabdian
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masyarakat di KTH Mappideceng kelurahan Betteng, jumlah anggota meningkat dari 12 anggota
menjadi 21 anggota yang terdiri 15 orang merupakan anggota baru sedangkan 6 orang adalah
anggota lama. Setelah sosialisasi dilakukan oleh tim maka semangat dan motivasi ingin
bergabung namun lokasi intervensi dan batasan pembiayaan sudah ditentukan oleh mekanisme
model PES (FP IV).

Kata kunci: Anggota KTH, Model PES, Sosialisasi.

PENDAHULUAN
Imbal jasa lingkungan atau Payment for Environmental Services (PES) merupakan

kegiatan imbal jasa lingkungan yang dilakukan oleh Forest Programme IV (FP-IV) yang
dirancang untuk ditetapkan di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Mamasa yang
merupakan bagian dari DAS Saddang. Pembayaran imbal jasa lingkungan dalam
penyelenggaraan konservasi tanah dan air pada prinsipnya merujuk pada konsep
pembayaran jasa lingkungan (Solihin et al., 2019; Gorda & Saputra, 2020). Mekanisme
PES dari FP-IV mengacu pada 3 (tiga) prinsip yaitu (Gambar 1).

Gambar 1. Model PES (Sumber: Rachman, 2023)

Dasar perjanjian pembayaran jasa lingkungan ini adalah naskah kesepahaman
antara Forum Daerah Tangkapan Air (DTA), Bakaru DAS Saddang dengan FP-IV yang
dilandasi asas kesukarelaan (voluntary agreement) untuk memelihara ekosistem
(lingkungan) DAS dan ditujukan untuk mendorong percepatan upaya rehabilitasi
ekosistem. Objek perjanjian adalah produk jasa lingkungan dalam bentuk tanaman
atau pohon yang ditanam oleh Kelompok Tani Hutan (KTH). Forum DTA Bakaru DAS
Saddang melakukan fasilitasi atas penyusunan naskah kesepahaman dalam
mekanisme PES antar FP-IV dengan KTH dalam membuat kesepakatan yang
dituangkan dalam Perjanjian Pembayaran Jasa Lingkungan, dengan jangka waktu 5
(lima) tahun (2024-2029). Alternatif pembayaran akan dilakukan melalui mekanisme
kinerja kelompok tani dengan tahapan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai
perjanjian model PES (Tahir, 2021).
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Pengelolaan lahan yang baik diperlukan keterlibatan suatu masyarakat sekitar
hutan atau keikutsertaan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk menjaga agar
kondisi lahan tidak cepat mengalami kerusakan (Sukwika et al., 2018). Secara
kelembagaan KTH sudah diakui oleh pemerintah (Rahmadhani, 2020; Oktoyoki et al.,
2023) dan merupakan kelompok profesi masyarakat berbasis hutan dan lahan yang
secara langsung memiliki andil dalam memelihara lingkungan sukarela dalam skema
imbal jasa lingkungan (Wardah & Farsia, 2013; Wulansari et al., 2022). Oleh karena itu,
peran KTH perlu dilibatkan dan dikembangkan (Utama et al., 2015; Hidayat et al.,
2022). Pemberdayaan petani dilakukan karena KTH berbasis hutan dan memiliki lahan
garapan tetap, sudah memiliki anggota yang sudah terdaftar, petani penuh waktu
bukan insidental, punya Anggaran Dasar (AD)/ (Anggaran Rumah Tangga (ART),
memiliki rencana kerja baik Rencana Definitif Kelompok (RDK) atau Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan berlokasi di desa sasaran kegiatan skema Model
PES.

Rencana model PES di KTH sasaran di Sub DAS Mamasa Kelurahan Betteng
Kabupaten Pinrang kurang efektif berdasarkan hasil identifikasi awal. Kendalanya
adalah masyarakat sasaran kurang percaya adanya kegiatan PES dan sebagian besar
menolak bergabung sehingga pembentukan KTH Mappideceng jadi masalah.
Sebagian besar anggota KTH menyatakan undur diri dari kelompok disebabkan
beberapa isu yaitu, lahan garapan bukan milik pribadi (sewa), pemilik lahan sedang
tidak ada di tempat (merantau), dan takut lahan akan diambil alih oleh kehutanan.
Sehingga syarat dan kriteria skema model PES secara keanggotaan dan luas garapan
lahan (±10 ha) tidak terpenuhi. Oleh karena itu, tujuan pengabdian kepada masyarakat
untuk meningkatkan kapasitas KTH Mappideceng berdasarkan syarat dan kriteria yang
telah ditetapkan skema model PES

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT
Kegiatan pengabdian dilakukan di KTH Mappideceng Sub DAS Mamasa

kelurahan Betteng Kabupaten Pinrang selama dua bulan yaitu bulan Juni–Juli diawali
dengan analisis kelayakan biofisik lahan dan sosial ekonomi dan budaya masyarakat
sasaran. Kegiatan lapangan selama satu minggu dengan menggunakan dua tahap
yaitu (1) metode survei yang sesuai sebagai validasi kondisi fisik lapangan, sosial dan
ekonomi masyarakat, (2) Sosialisasi (door-to-door) kepada masyarakat sasaran seperti
ceramah dan diskusi. Metode sosialisasi efektif digunakan untuk mempengaruhi,
mengajak dan merangkul masyarakat dan kelompok sosial (Sulistyorini et al., 2019;
Gorda & Saputra, 2020; Hafita et al., 2022; Rosalia et al., 2024). Tahapan kegiatan dan
instrument yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Pengabdian Kepada
Masyarakat (PKM) dituangkan dalam bentuk bagan (Gambar 2).

Setelah kesesuaian lokasi secara fisik dilakukan, selanjutnya menentukan
kelayakan sosial dan kesiapan masyarakat terhadap skema PES. Kelayakan lokasi
PES disesuaikan dengan kondisi biofisik lahan (Saputra et al., 2021) dengan kesiapan
masyarakat (KTH). Kesesuaian lokasi dengan kesiapan masyarakat diukur dengan
metode skala likert (pembobotan) (Chyung et al., 2017; Alhassan et al., 2022) dan
skoring (Ridwan et al., 2018) sebagai berikut: (a) sangat layak: skor 75－100, (b) layak:
skor 50 － 75; (c) tidak layak: skor <50. Kelayakan secara sosial budaya dan
kelembagaan (Tabel 1) dan mengevaluasi kelayakan mengenai kondisi dan potensi
lahan (Tabel 2).
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Gambar 2. Diagram Alur Kegiatan

Tabel 1. Skor Kelayakan Sosial KTH Calon Pelaksana PES
No. Item Kelayakan Skor
1 Jumlah anggota (orang)

< 15 50
≥ 15 100

2 Kelengkapan dokumen (SK, AD/ART, Struktur organisasi)
Lengkap 100
Kurang lengkap 50
Tidak lengkap 25

3 Umur anggota
Produktif muda (15－34 tahun) 100
Produktif tua (35－54 tahun) 50
Kurang produktif (>54 tahun) 25

4 Keaktifan anggota
Aktif 100
Kurang aktif 50
Tidak aktif 25

5 Rekening kelompok
Ada 100
Tidak ada 50

6 Pendapat HT terkait rencana PES
Setuju 100
Tidak setuju 50

Tabel 2. Skor Kelayakan Biofisik Lahan KTH Calon Pelaksana PES
No. Item Kelayakan Skor
1 Luas lahan (ha)

< 10 50
≥ 10 100

2 Aksesibilitas
Dekat (< 1 km) 100
Sedang (1 － 2 km) 50
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No. Item Kelayakan Skor
Jauh (> 2 km) 25

3 Jarak lokasi persemaian
Dekat (< 100 m) 100
Sedang (100－200 m) 50
Jauh (> 200 m) 25

4 Kepemilikan lahan
Milik sendiri 100
Milik orang lain 50

HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi KTH Mappideceng dilalui akses jalan beton. Aksesibilitas jalan ini mudah

dilalui kendaraan beroda dua dan beroda empat (Gambar 3).

Gambar 3. Peta Aksesibilitas Lokasi Lahan KTH Mappideceng
(Sumber: Rachman, 2023)

Lokasi persemaian KTH Mappideceng berada di luar lokasi PES dikarenakan
kondisi kelerengan pada lokasi adalah curam hingga sangat curam sehingga tidak
memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembangunan persemaian. Oleh karena itu
pemilihan tempat tinggal ketua KTH Mappideceng ditentukan berdasarkan beberapa
pertimbangan yaitu, rumah ketua KTH berada di dekat lokasi PES ±300 m dari lokasi,
ketersediaan air sepanjang tahun, dan pembuatan dan pemeliharaan bibit yang lebih
efektif jika dilaksanakan di rumah ketua KTH. Pengontrolan dan pemeliharaan
penyemaian bibit meliputi penyiraman dan penyiangan tiap hari dilakukan pada kondisi
tidak hujan (Rosa & Zaman, 2017). Kelayakan skema model PES berdasarkan
kesesuaian lahan penilaian potensi sumberdaya lahan, sosial, budaya dan
kelembagaan dan pada kelompok tani hutan dapat dilihat pada (Tabel 3) dan (Tabel 4).
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Tabel 3. Skor Kelayakan Sosial KTH Calon Pelaksana PES
No. Item Kelayakan Hasil Skor Keterangan
1 Jumlah anggota (orang) 100

Sangat Layak

2 Kelengkapan dokumen (SK, AD/ART,
Struktur organisasi) 50

3 Umur anggota 50
4 Keaktifan anggota 100
5 Rekening kelompok 50
6 Pendapat KTH terkait rencana PES 100

Jumlah 450
Rata-rata Skor 75

Tabel 4. Skor Kelayakan Biofisik KTH Calon Pelaksana PES
No. Item Kelayakan Hasil Skor Keterangan
1 Luas lahan (ha) 100

Sangat Layak

2 Aksesibilitas 100
3 Jarak lokasi persemaian 25
4 Kepemilikan lahan 100

Jumlah 325
Rata-rata Skor 81,25

Kelompok Tani Hutan (KTH) Mappideceng menunjukkan hasil penilaian yang
beragam pada berbagai aspek. Persetujuan masyarakat bergabung dalam kelompok
KTH melalui peryataannya dalam kuesioner bahwa siap terlibat anggota KTH dan siap
taat dalam skema PES. Jumlah anggota kelompok umumnya di atas 23 orang, dengan
skor 50-100. Kelengkapan dokumen mendapat skor 50, dengan SK dan struktur
kepengurusan tersedia, namun AD/ART belum lengkap akibat pengunduran diri
sebagian anggota. Meskipun memiliki SK dan struktur, sebagian besar anggota belum
mengetahui aturan internal kelompok karena kurangnya sosialisasi oleh tim pelaksana
sebelumnya. Setelah sosialisasi lapangan (Gambar 4) oleh tim identifikasi KTH, minat
masyarakat untuk bergabung meningkat, tercermin dari skor 100 untuk kesediaan dan
keikutsertaan dalam kegiatan PES. Anggota kelompok didominasi oleh usia produktif
tua (35-54 tahun) dengan skor 50. KTH Mappideceng belum memiliki rekening sejak
pembentukannya, menyebabkan skor 50 pada aspek tersebut. Secara keseluruhan,
masyarakat menunjukkan kesiapan untuk bergabung dalam KTH Mappideceng,
meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

(a) (b)
Gambar 4. (a). Sosialisasi ke rumah petani; (b). Pengumpulan peserta yang siap

bergabung KTH
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Gambar 5. Jumlah anggota KTH calon PES Sebelum dan Setelah Pengabdian

Pengabdian yang dilakukan pada KTH Mappideceng menghasilkan peningkatan
signifikan dalam jumlah anggota dan luas lahan garapan (Gambar 5). Sebelum
pengabdian, KTH memiliki 12 anggota dengan lahan seluas 8,64 ha, namun setelah
pengabdian, jumlah anggota meningkat menjadi 21 orang dengan lahan seluas 11,96
ha, rata-rata 0,57 ha per anggota. Sebanyak 15 anggota baru bergabung pasca
kegiatan PKM, sementara 6 anggota lama mengundurkan diri karena tidak hadir saat
sosialisasi. Data ini dilaporkan ke Balai PDASHL Jeneberang Saddang untuk tindak
lanjut program model PES. Metode sosialisasi primer (kunjungan rumah tangga)
terbukti lebih efektif dibandingkan metode sekunder (forum), memungkinkan diskusi
langsung dan pengisian item kelayakan. Meski beberapa warga tertarik dengan model
PES, sebagian lahan garapan mereka berada di luar lokasi intervensi yang ditentukan
tim pelaksana.

Sebagai pertimbangan masyarakat, disarankan pemilihan jenis tanaman/pohon
yang diinginkan Masyarakat. Tanaman MPTS tersebut dapat membantu ekonomi
masyarakat maupun ekologi (Marpaung et al., 2015; Utomo et al., 2024). Hamparan
lahan pada lokasi PES adalah lahan hutan dan tanaman perkebun campur. Tutupan
lahan terbentuk dari tiga strata tajuk, strata tajuk teratas, tengah dan bawah. strata
tajuk teratas didominasi jenis pohon uru (Elmerrillia avalis), jati (Gmelina arborea),
durian (Durio zibethinus), dan kemiri (Aleurites moluccana). Strata tajuk tengah yaitu
aren (Arenga pinnata), langsat (Lansium domesticum), Nangka (Artocarpus
heterophyllus), jambu air (Syzygium aqueum), alpukat (Persea americana), bambu
(Bambussa sp.) dan pohon ra’da. Strata tajuk bawah yakni coklat (Theobroma cacao),
cengkeh (Syzygium arumarikum) dan kopi (Coffea sp.) dan semak belukar. Hamparan
lokasi PES didominasi lahan perkebunan campuran atau kebun ditumbuhi oleh semak.
Pada kerapatan sedang terdapat 225 pohon/ha, sedangkan pada lahan terbuka
terdapat 60 pohon/ha. Hutan sekunder yang lebih muda, pohon pionir masih jarang
dan tutupan lahan didominasi rumput dengan ketebalan/ketinggian lebih dari 1,5 meter.
Hutan ini merupakan bekas ladang yang cukup lama ditinggalkan pemiliknya. Kondisi
tutupan lahan lainnya adalah kebun campur dan padang rumput (lahan kosong).
Kebun campur yang terdapat di lokasi KTH ada 3 kondisi, yaitu terpelihara, kurang
terpelihara dan tidak terpelihara.
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Intervensi pada KTH Mappideceng menghasilkan perubahan positif yang signifikan.
Jumlah anggota aktif meningkat dari 12 menjadi 21 orang, dengan 15 anggota baru
bergabung pasca pengabdian, menunjukkan antusiasme masyarakat dalam
mengoptimalkan lahan mereka. Metode sosialisasi primer (door-to-door) terbukti efektif
dalam menyampaikan informasi dan memotivasi partisipasi aktif dalam program model
PES. Pemilihan jenis tanaman yang sesuai keinginan masyarakat diharapkan
mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekologi lokal. Secara keseluruhan, intervensi
ini berhasil meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan
lahan yang lebih baik, serta memperkuat sinergi antara kesejahteraan masyarakat dan
pelestarian lingkungan.

PENUTUP
Kegiatan pengabdian masyarakat di KTH Mappideceng, Kelurahan Betteng,

berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kapasitas kelompok sesuai dengan
syarat dan kriteria skema model PES. Jumlah anggota KTH meningkat signifikan dari
12 menjadi 21 orang, dengan 15 anggota baru dan 6 anggota lama. Sosialisasi yang
dilakukan tim pengabdian berhasil membangkitkan semangat dan motivasi masyarakat
untuk bergabung. Namun, keterbatasan luas lahan yang ditentukan oleh pembiayaan
model PES (FP-IV) sebesar maksimal 10 ha menjadi tantangan tersendiri. Melihat
antusiasme masyarakat yang melebihi kapasitas lahan yang tersedia,
direkomendasikan untuk menambah pembentukan KTH baru guna mengakomodasi
minat masyarakat yang tinggi dan mengoptimalkan potensi pengembangan program
PES di wilayah tersebut.
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